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Abstract

Tulisan ini berangkat dari realitas keberagaman Indonesia yang di satu sisi menjadi
kakayaan sosial, namun di sisi lain diwarnai oleh praktik intoleransi, terutama
terhadap kelompok minoritas. Permasalahan ini menunjukkan adanya kelemahan
dalam relasi serta kecendrungan hukum positivistik yang belum sepenuhnya mampu
menghadirkan keadilan yang manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
konsep etika terhadap liyan, menganalisis pengaruh hukum positivisme terhadap
praktik intoleransi, serta menunjukkan relevansi kritik dekolonial dalam membangun
relasi yang lebih adil. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan studi pustaka. Kerangka teori yang digunakan meliputi filsafat etika
Emmanuel Levinas tentang tanggung jawab terhadap liyan, konsep relasionalitas
Armada Riyanto, kritik kekuasaan Michel Foucault, serta perspektif dekolonial. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum vyang terlalu formaslistik
cenderung mengabaikan dimensi etis dan kemanusiaan, sehingga berpotensi
melegatimasi praktik intoleransi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi etika terhadap
liyan dan pendekatan dekolonial guna membangun kesadaran intersubjektif, sehingga
hukum tidak hanya sah secara legal, tetapi juga adil, mansuiawi, dan mampu
melindungi seluruh warga tanpa diskriminasi.
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PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal oleh banyak negara sebagai negara yang mempunyai
keberagaman dalam agama, budaya dan suku. Di Indonesia, terdapat enam agama yang secara
resmi diakui oleh negara, sedangkan suku bangsa di Indonesia terbagi lagi ke dalam sub-sub
suku yang lebih kecil dan memiliki karakteristik budaya masing-masing. Kakayaan dalam
keberagaman seharusnya menjadi kekayaan sosial yang dapat mendorong terbentuknya suatu
kehidupan yang damai, tenteram dan harmonis. Keberagaman sosial pada dasarnya dapat
mendorong terbentuknya kehidupan masyarakat yang damai, tenteram, dan harmonis. Namun,
di balik kekyaan keberagaman tersebut masih terdapat berbagai persoalan sosial yang menjadi
tantangan dalam kehidupan bersama. Salah satu persoalan yang cukup marak dan sering terjadi
ialah tindakan intoleransi di tengah masyarakat. Sasaran intoleransi ialah kelompok yang
minoritas, terkhusus pada agama minoritast. Salah satu contoh tindakan intoleransiyang terjadi
di Indonesia ialah penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah diberbagai tempat di
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wilayah pulau Indonesia. Tindakan seperti ini menjadi contoh nyata bahwa relasi yang terjadi
antar kelompok belum sepenuhnya di dasarkan pada sikap penghormatan terhadap sesama.

Tindakan intoleransi menunjukkan bahwa relasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara belum terbangun secara baik. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan
dalam sistem kehidupan kenegaraan, terutama dalam upaya mewujudkan sikap saling
menghargai, keadilan, dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Kondisi tersebut
dapat menimbulkan berbagai bentuk kekacauan sosial karena sikap saling menghargai dan
kesadaran untuk menjaga keutuhan negara semakin berkurang. Situasi ini juga menjadi
semakin berbahaya apabila persoalan intoleransi dibawa ke dalam ranah politik, sebab dapat
memicu perpecahan, konflik kepentingan serta mengganggu persatuan dan stabilitas kehidupan
berbangsa dan bernegara?. Hukum dibuat dengan sangat baik, indah, tersusun, tertata, tetapi
faktanya hanya sebatas formalitas saja, hukum seringkali seperti condong atau berpihak kepada
yang mayoritas, sehingga ketika mayoritas melakukan tindakan intoleransi tidak ada yang
berani menggangu ataupun melapor, karena yang duduk dibangku kemperintahan ialah
golongan mayoritas dan yang paling sadisnya ialah, hukum dibuat oleh yang mayoritas
sehingga dengan mudah hukum juga bisa dipermainkan dan diperjual belikan. Hukum dibuat
dengan maksud yang baik dan dengan tujuan yang jelas, yaitu supaya masyarakat hidup dalam
keteraturan, kedamaian, dan untuk mencegah kesalahan yang pernah terjadi, sebab suatu
peraturan dibuat setelah ada masaslah®. Pemikiran Michel Foucault menjadi relevan untuk
memahami bahwa hukum dan kekuasaan sering kali saling berkaitan. Menurut Foucault,
hukum tidak selalu berdiri netral, tetapi dapat dipengaruhi oleh relasi kuasa yang dominan
dalam masyarakat. Akibatnya, kelompok mayoritas sering memiliki posisi yang lebih kuat
dalam menentukan aturan maupun praktik sosial, sedangkan kelompok minoritas kerap berada
dalam posisi rentan dan terpinggirkan®. Hal ini terlihat ketika hukum hanya berhenti pada
legalitas formal tanpa sungguh-sungguh melindungi kelompok yang mengalami diskriminasi
dan intoleransi.

Masalah yang sering menjadi sorotan ialah, tentang bagimana hukum itu dipahami dan
dihidupkan dalam masyarakat. Hukum dalam banyak kasus cenderung dipahami secara
positivistik, artinya bahwa, hukum sebagai aturan yang berlaku secara legal atau resmi
seringkali berlaku dan diterapkan tanpa mempertimbangkan dimensi etika dan kemanusiaan
yang lebih luas atau umum. Hal ini membuat hukum seringkali hanya dibuat sebatas alat
formal yang tidak mampu memberi perlindungan kepada kelompok yang sangat rentan atau
yang sering kali dikenal dengan kelompok minoritas. Seharusnya, hukum itu tidak boleh
mimihak tetapi hukum itu menjadi penengah, perlindungan, atau menjadi jalan bagi orang dan
kelompok dalam melakukan tindakan, artinya bahwa, adanya hukum untuk menjamin hak dan
kewajiban setiap idividu®. Pemikiran Emmanuel Levinas menjadi penting karena ia
menekankan bahwa relasi dengan liyan atau orang lain merupakan dasar utama etika. Bagi
Levinas, manusia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, melainkan memiliki tanggung jawab
moral terhadap sesama, terutama terhadap mereka yang berbeda, lemah, dan rentan. Maka,
hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan formal, tetapi juga sebagai
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sarana untuk melindungi martabat manusia dan menjamin penghormatan terhadap keberadaan
liyan®.

Intoleransi di indonesi kerapkali terjadi karena kurangnya relasi yang mendalam.
Konsep adanya kelompok yang lebih tinggi dari pada kelompok yang lain haruslah
dihilangkan, karena itu tidak mencerminkan keharmonisan, hal ini membuat individu semakin
mengalami keterasingan dalam komunitas, lingkungan bahkan dalam keluarga. Pikiran-pikiran
seperti itu haruslah dimusnahkan, karena itu menghambat perkembangan. Pikiran-pikiran
tersebut haruslah didekolonialisasi secara sadar dan bertanggung jawab, pikiran-pikiran seperti
itu tidak muncul begitu saja, tetapi suatu peninggalan dari yang terdahulu (sejarah) yang masih
membekas. Filsafat dekolonial berfokus pada penumbuhan kesadaran moral dan akal budi
disetiap invidu-individu dengan tujuan untuk membebaskan diri dari keterbelengguan pikiran-
pikiran atau spekulatif dari masa lalu, hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu “societas
Kita” yang integral sehingga mampu menumbuhkan kesadaran akan kehadiran yang absolut
dari Liyan untuk keberadaan bangsa Indonesia sehingga relasi dan sikap saling menghargai
terus bertumbuh dan tertanam disetiap individu’. Dalam konteks ini, penting sekali untuk
melihat kembali bagimana etika dalam memandang relasi manusia dengan Liyan atau orang
lain (Other), sehingga etika terhadap liyan haruslah menekankan bahwa setiap manusia
memiliki martabat yang harus dihormati. Agar bisa mencapai itu semua haruslah terlepas dari
perbedaan identitas, keyakinan dan latar belakang sosial setiap individu atau liyan. Refleksi
etis dan dekolonial menjadi amatlah penting untuk memahami serta untuk mengkritisi praktik
intoleransi yang masih marak terjadi di Indonesia. Pemikiran Armada Riyanto menjadi relevan
melalui gagasannya mengenai “societas kita, ” yakni suatu kehidupan bersama yang dibangun
atas relasi intersubjektif, dialog, dan penghormatan terhadap sesama sebagai subjek. Armada
Riyanto menekankan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu berada dalam
relasi dengan liyan. Relasi tersebut harus dibangun atas dasar keterbukaan, penghargaan, dan
tanggung jawab bersama demi terciptanya kehidupan sosial yang manusiawi dan harmonis®.
Refleksi etis dan dekolonial menjadi penting untuk memahami sekaligus mengkritisi praktik
intoleransi yang masih marak terjadi di Indonesia.

Filsafat etika merupakan sebuah refleski kritis tentang baik buruk serta tentang
bagaimana manusia seharusnya bertindak, menjadi landasan penting dalam memahami
persoalan intoleransi dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Dalam konteks ini, etika tidak
hanya berfungsi sebagai norma abstrak, tetapi sebagi pedoman untuk menilai apakah praktik
sosial dan hukum benar-benar mengormati martabat manusia®. Penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Kosmos Sobo mengenai etika tanggung jawab menegaskan bahwa etika
tanggung jawab menurut Emmanuel Levinas menempatkan relasi dengan liyan sebagai dasar
utama kehidupan manusia. manusia dipandang tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri,
melainkan memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama, terutama mereka yang berbeda
dan rentan. Penelitian ini menjadi penting sebagai landasan filosofis dalam memahami relasi
antarmanusia dalam masyarakat plural. Namun Kkajian tersebut masih bersifat konseptual-
filosofis dan belum secara khusus mengaitkan etika terhadap liyan dengan persoalan
intoleransi, hukum positivistik, maupun kritik dekolonial dalam konteks kehidipan sosial di
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Indonesia'®. Tulisan berjudul “Etika terhadap Liyan dalam Bayang-Bayang Hukum
Positivisme dan Kritik Dekolonial atas Praktik Intoleransi di Indonesia” berangkat dari
kesadaran bahwa hukum yang terlalu positivistik sering kali berhenti pada legalitas formal
tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan relasional. Akibatnya, hukum dapat kehilangan
kepekaan terhadap keberadaan liyan, yaitu sesama yang berbeda, yang justru membutuhkan
perlindungan. Oleh karena itu, filsafat etika, khususnya etika terhadap liyan hadir sebagai dasar
kritis untuk menilai dan mengkoreksi praktik hukum dan sosial yang melanggengkan
intoleransi, sekaligus diperkuat oleh pendekatan dekolonial yang membongkar pola pikir
dominatif. Kebaruan yang ingin dicapai dalam tulisan ini, terletak pada upaya
mengintegrasikan etika terhadap liyan, kritik dekolonial, dan gagasan hukum progresif sebagi
suatu kerangka etis yang tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan arah transformasi
hukum dan kehidupan sosial, sehingga tercipta kehidupan bersama yang lebih adil, setara dan
manusiawi.

Dengan demikian, Liyan atau orang lain merupakan bagian dari masyarakat yang
mempunyai hak dan kewajiban yang harus didengar, mereka mempunyai tempat yang sama,
karen itu hukum dibuat untuk menciptakan suatu societas dengan relasi intersubjektiv, artinya
tidak ada orang atau individu yang dijadikan obyek dalam relasi tetapi sama-sama sebagi
subjek yang aktif. Berdasarkan ini semua, ada pun rumusan masalah dalam tulisan ini ialah,
untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan etika terhadap liyan? Bagaimana hukum
positivisme memengaruhi praktik hukum dalam masyarakat? Dan bagimana kritik dekolonial
dapat membantu memahami praktik intoleransi di Indonesia?. Dengan demikian tujuan dari
tulisan ini ialah untuk menjelaskan konsep etika tergadap liyan, untuk mengkaji hungan antara
hukum positivisme dan praktik ontoleransi serta untuk menunjukkan relevansi dari kritik
kolonialisasi dalam memahami persoalan intolrensi di Idonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif studi kasus, yaitu suatu metode
penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis
yang relevan dengan topik kajian!!. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa buku-buu
ilmiah dan artikel jurnal akademik yang berkaitan dengan konsep etika terhadap liyan, hukum
positivisme, serta pendekatan dekolonial dalam konteks praktik intoleransi di Indonesia.
prosedur pengumpulan data dilaulan dalam empat tahap. Tahap pertama ialah pengumpulan
data dari buku-buku dan dari jurnal ilmiah. Tahap kedua ialah klasifikasi data, yaitu
pengelompokan data berdasarkan tema seperti etika liyan, hukum posistivisme, dan
dekolonialitas. Tahap ketiga, analisis data. Metode yang digunakan ialah metode analisis
deskriptif-kualitatif, yakni menguraikan, membandingkan, serta menginterprestasikan
gagasan-gagasan dari berbagai sumber. Tahap ke empat, penarikan kesimpulan, yaitu dengan
merumuskan hasil kajian secara sustematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Ke
empat tahap tersebut didukung dengan memasukan konsep pemikiran Armada Riyanto,
Emanuel Levinas dan Michel Foucault sebagai penguat argumen dalam tulisan ini terlebih
konsep pemikiran mereka relevan dendan apa yang dibahas.

Ada pun Metode analisis yang digunakandalam penelitian ini ialah analisis isi, yang
bertujuan untuk memahami makna, konsep, serta relasi antar gagasan dalam litelatur yang
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dikaji*?. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memeberikan pemahaman yang
sistematis, medalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga pembaca
dapat menelusuri kembali langkah-langkah penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN
A. Etika Terhadap Liyan Dalam Filsafat Etika

Masalah yang paling pertama dalam liyan sebagai bagian dari masyarakat ialah masalah
eksitensial, yakni masalah yang berkaitan dengan keberadaan dari liyan itu sendiri, diantaranya
mengenai kebebasan individu, serta pencarian makna hidup dari liyan. Faktanya, liyan sering
dilupakan, ditelantarkan. Konsep Liyan juga merujuk pada orang lain yang berbeda kita, baik
dalam hal indentitas, keyakinan, maupun budaya. Sehingga bisa tarik suatu kesimpulan bahwa,
liyan itu adalah manusia, pribadi, seseorang, yang memiliki rasa. Dalam filsafat etika, relasi
dengan Liyan menuntut adanya sikap tanggung jawab dan sikap penghormatan terhadap
keberadaan orang lain karena setiap manusia harus dipandang sebagai manusia sesuai dengan
kodratnya sejak lahir, maka tidak ada satupun yang boleh direndakan, diabaikan dan
dilupakan®®.

Liyan adalah bagian dari suatu societas. Societas secara harafiah berarti masyarakat,
persekutuan atau ikatan persahabatan®®. Artinya bahwa, liyan itu sangatlah berarti dalam suatu
masyarakat, mereka tidak bisa dilupkan, karena konsep masyarakat terbentuk karena adanya
liyan-liyan itu sediri. Hal yang perlu ditekankan dalam relasi ini agar liyan tidak diperlakukan
semaunya ialah dengan menerapkan konsep relasi intersubjektif, yakni suatu relasi yang
mengakitkan dengen keterlibatn aktif antar subjek dan subjek, bukan subjek dengan objek atau
pun sebaliknya. Relasi intersubjektif harus dibangun di atas dasar pengakuan bahwa orang lain
memiliki hak yang sama untuk hidup, berkembang dan bebas mengekspresikan keyakinannya.
Etika terhadap liyan juga harus didasarkan pada sikap toleransi, empati, dan kemampuan hidup
dalam penghargan terhadap perbedaan®®.

Etika menjadi sangat penting dalam masyarakat yang plural seperti di Indonesia. secara
defacto, keberagaman tidak dapat dihindari, sehingga setiap individu dan kelompok haruslah
hidup saling berdampingan. Menurut Levinas, etika itu tidak semata-mata lahir dari aturan atau
hukum, melainkan dari perjumpaan manusia dengan wajah orang lain. wajah liyan itu sendiri
menghadirkan tuntutan moral yang sangat mendasar, yakni rasa tanggung jawab untuk
menghormati dan tidak menyakiti sesam manusia®. Artinya bahwa, relasi yang etis akan
muncul ketika seseorang mampu menyadari bahwa orang lain memiliki martabat yang tidak
boleh direduksi menjadi objek atau alat.
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Bagi levinas, relasi dengan liyan selalu bersifat asimetris®’. Artinya bahwa, tanggung
jawab terhadap orang lain tidak bergantung pada apakah orang tersebut memiliki hubungan
yang timbal balik dengan kita atau tidak. Hal yang paling utama dalam menciptakan etika yang
baik ialah soal menumbuhkan, dan menghidupi kesadaran, baik kesadaran akan “Aku” maupun
kesadaran “Liyan” itu sendiri'®. Kesadaran “4KU” adalah kesadaran diri sebagai subjek yang
berpikir, merasa dan berindak. Namun, kesadaran ini tidak boleh berhenti pada egoisme, tetapi
harus mnyadari keterbatasannya dan keterarahannya pada yang lain. Sedangkan kesadaran
liyan ialah, pengakuan bahwa ada pribadi lain di luar diri yang memiliki martabat, kebebasan,
dan nilai yang sama. Liyan bukan objek, melainkan subjek yang harus dihormati. Dengan
demikian, kesadaran “Aku” harus terbuka pada kehadirian “/iyan”, dari kesadaran ini lahirlah
sikap saling hormat, tuumbuh tanggung jawab, dan tumbuh kesadaran untuk peduli.

Armada Riyanto dalam bukunya Relasionalitas, mengatakan bahwa relasionalitas
adalah hakikat dasar dari manusia sebagai makhluk yang selalu berada dalam hubungan dengan
yang lain®®. Artinya bahwa, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak pernah ada
karean sendiri, melainkan selalu menjadi diri atau manusia melalui relasi. Hal ini ingin
menunjukkan bahwa, Identitas “Aku ” tidak pernah terbentuk secara terisolasi, tetapi lahir dari
dan berkembang dalam keterbukaan terhadap yang lain (Liyan). Relasi yang terbentuk bukan
hanya sekedar sebuah hubungan fungsional atau utilitarian, melainkan sebuah perjumpaan
yang mampu mengakui martabat dan keberadaan orang lain (Liyan) secara utuh. Dengan
demikian, etika relasionalitas menegaskan bahwa, menjadi manusia berarti hidup dalam
keterhubungan yang saling mengakui, menerima, dan membangun satu sama lain. Karena
“kita” selalu terikat dnegan liyan, maka etika akan berakar karena mampu bertindak secara
bertanggung jawab dan menaruh hormat terhadap sesama. Singkatnya, etika terhadap liyan
akan terbentuk ketika “aku” tidak memuaskan diri pada diri sendiri, tetapi mengakui dan
mengutamakan martabat liyan.

B. Hukum Postivisme dan Praktik Sosial

Istilah “Ubi Societas Ibi lus” merupakan istilah yang dipopulerkan oleh seorang filsuf,
dan politikus bernama Marcus Tullius Cicero?. Istilah ini jika diterjamahkan secara harafih
berarti “Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”, prinsip ini ingin menjelaskan bahwa
hukum idak adapat dipisahkan dari kehidupan manusia. “Ubi Societas Ibi lus” yang
dimaksudkan oleh cicero ialah, bahwa tata hukum itu haruslah selalu mengacu pada
penghormatan dan memberi perlindungan bagi manusai untuk keluhuran martabat manusia.
Hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi yang cenderung
egoistis dan kepentingan bersama, sehingga konflik dapat dihindari?t. Dengan demikian,
keberadaan hukum dimaksudkan untuk menegakkan harmoni antara hak individu dan hak

7 John C Simon, “Yang Lain” Dalam Pemikiran Levinas Dan Ricoeur Terkait Prinsip Hidup Bermasyarakat,”
Indonesian Journal of Theology 2, no. 12 (2018): 62.

18 Yohanes I Wayan Marianta Andreas Marison Sinaga, F.X. Armada Riyanto, “Keadilan Dan Kesadaran ‘Aku’
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kolektif dalam kehidupan bersama. Artinya bahwa, tanpa hukum, masyarakat seakan terjebak
dalam kekacauan (Chaos). Hukum berfungsi sebagai kompas perilaku agar kepentingan tiap
individu tidak saling berbenturan, hal ini bertujuan agar masyarakat merasa aman, dan hukum
membutuhkan masyarakat sebagi subjek yang diatur.

Hukum postif adalah hukum yang berlaku secara nyata dalam suatu negara, yang dibuat
oleh otoritas resmi (negara) dan mengikat seluruh masyarakat. Sifat dari hukum postif ialah
tertulis dan sistematis seperti undang-undang dan peraturan, mengikat dan memaksa, berlaku
pada waktu dan tempat tertentu??. Aliran filsafat positivisme memandang hukum sebagai ius
yang telah mengalami proses positifisasi, sehingga tampil dalam bentuk lege atau lex, yakni
hukum yang konkret, tertulis dan berlaku secara resmi?. Dengan demikian, hukum dalam
perspektif ini dibatasi hanya pada hukum positif atau undang-undang yang ditetapkan oleh
otoritas yang saha, bukan pada gagasan abstrak tentang keadilan. Karakteristik utama aliran ini
bertumpu pada kenyataan empiris, yakni realitas dan fakta yang dapat dibuktikan secara
objektif. Hukum tidak dipahami secara metafisk, melainkan dilihat sebagai sistem yang dapat
diamati dan dianalisis secara rasional. Setiap gejala hukum dijelaskan melalui hubungan sebab-
akibat, sehingga penekanannya terletak pada apa yang “ada” (das sein), bukan pada apa yang
“seharusnya” (das sollen)?. Oleh karena itu, hukum poitivisme juga menegaskan pemisahan
yang tegas antara hukum dan moral, di mana keabsahan hukum tidak ditentukan oleh nilai etis,
melainkan oleh prosedur dan legitimasi pembentukannya.

Konteks intoleransi di Indonesia, menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu
positivistik terkadang membuat perlindungan terhadap kelompok minoritas menjadi lemah.
Beberapa kebijakan atau keputusan hukum dapat digunakan untuk membatasi kebebasan
beragama atau mengekspresikan identitas tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum
tidak selalu bersifat netral, melainkan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan sosial
tertentu. Pendekatan hukum yang terlalu positivistik sering kali belum mampu menjawab
tuntutan keadilan secara utuh, terutama dalam melindungi kelompok minoritas. Hukum yang
hanya berpegang pada legalitas formal cenderung mengabaikan dimensi relasi antarmanusia
yang konkret atau nyata®. Akibatnya, ketika aturan diterapkan tanpa mempertimbangkan
dampaknya terhadap sesama, terutama mereka yang rentan, hukum dapat kehilangan orientasi
kemanusiaannya dan bahkan berpotensi melegitimasi praktik intoleransi.

Michel Foucault mengkritiki cara kerja hukum, di mana ia melihat bahwa hukum tidak
pernah sepenuhnya netral, melainkan selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan dalam
masyarakat?®. Menurutnya, sistem hukum sering kali menjadi bagian dari mekanisme yang
mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kehidupan sosial. Artinya bahwa, hukum itu tidak
hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga dapat menjadi alat legitimasi nbagi
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struktur kekuasaan tertentu. ketika hukum dipahami secara positivistik, yaitu hanya sebagai
aturan formal yang harus ditaati, maka dimensi kritis terhadap kekuasaan dapppat menajdi
hilang. Akibatnya, hukum dapat digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok
tertentu dan menyingkirkan kelompok lain yang dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan
norma mayoritas. Dengan demikian, Foucoult membantu memahami bahwa praktik intoleransi
tidak sellau terjadi secara spontan, tetapi sering kali didukung oleh struktur sosial dan hukum
yang memungkinkan diskrimnasi terjadi®’.

Perlu dihadirkan pendekatan yang etis, terutama terhadap liyan sebagai koreksi
terhadap hukum positivistik. Armada Riyanto dalam bukunya yang berjudul Menjadi
Menncintali, relasionalitas tidak hanya dipahami sebagai keterhubungan sosial biasa, tetapi
sebagai penggilan eksistensial manusia untuk hadir bagi yang lain?®. Manusia tidak sekedar
“ada bersama”, tetapi dipanggil untuk menjadi mencintai, yakni menghidupi relasi yang
dilandasi oleh penghormatan, penerimaan, dan tanggung jawab terhadap sesama. Cinta di sini
bukan sekedar perasaan, melainkan sikap etis yang konkret dalam memperlakukan liyan
sebagai pribadi yang bermartabat. Sebagaimana ditegaskan “menjadi manusia berarti menjadi
bagi yang lain*°. Maka, hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sistem aturan yang
mengatur perilaku tetapi juga sebagai ruang praksis relasi yang mencerminkan cinta terhadap
sesama. Ketika hukum dijalankan tanpa semangat “menjadi mencintai”, hukum berisiko
berubah menjadi instrumen yang dingin dan kaku, yang tidak peka terhadap penderitaan dan
ketidakadilan yang dialami oleh kelompok tertentu.

Hukum yang tertulis haruslah dijalankan sebagai suatu hukum yang mengatur dan
mengikat masyarakat serta menjamin dari setiap hak individu. Etika hukum harus mampu
menempatkan hukum dalam kerangka moral, agar hukum tidak hanya sah, tetapi juga adil dan
manusiawi. Oleh karena itu, para penegak hukum harus memiliki konsistensi dan profersional
dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam menjalankan hukum. Artinya bahwa, para penegak
hukum karena sumpah yang diucapkan ketika pelantikan haruslah mampu menjalankan amanat
yang bertanggung jawab. Hukum pada dasarnya adalah benda mati, sesuatu yang direncankan,
namun ada kelompok oknum yang berwenang yang menjalankan dab menterjemahkan hukum
tersebut. Maka, hal yang paling penting ialah soal etika profesi, dalam penegakaan hukum, hal
ini berfungsi untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi
secara adil dan manusiawi, sehingga intoleransi dapat dicegah tanpa harus mengaburkkan
makan hukum, karena etika justru memperkaya hukum dengan dimensi kemanusiaan dan
tanggung jawab moral agar tidak terjadi tindakan intoleransi terus menerus oleh kelompok
mayoritas, sebab yang perlu diketahi bahwa bangsa Indonesia bukanlah negara agama, dasar
negara bukan atas dasar agama, Indonesia adalah rumah bersama bukan rumah untuk
mayoritas=’.

C. Kritik Dekolonial Terhadap Praktik Intoleransi

Hal yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah soal kecendrungan dalam mayoritas.
Keti suatu kelompok menjadi kelompok yang mayoritas, akan sering muncul kecendrungan
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untuk mengaggap nilai dan keyakinan sebagai standar umum, dan merasa memiliki legatimasi
lebih beasr dalam ruang publik. Tidak berhenti disitu saja, sebagian orang masih memahami
agama secara kaku, literal, dan tertutup terhadap perbedaan, sehingga pandangan seperti ini
dapat melahirkan sikap merasa paling benar, dan muncul sikap sulit menerima keberagaman,
padahal dalam tradisi keagamaan itu sendiri dianjurkan dan siajarkan tentang toleransi dan
kasih. Hal yang paling tidak kalah penting soal isu intoleransi ialah, agama sering dipakai
dalam hal politik untuk menggalang dukungan massa, memperkuat identitas kelompok seperti
yang terjadi di Indonesia saat ini, ditambah lagi lemahnya penegak hukum, sehingga tindakan
intoleransi tidak ditindak secara tegas atau bahkan dibiarkan saja. Hal ini membuat pelaku
merasa tindakannya benar karena tidak akan mendapat sanksi atau konsekuwensi. Dampaknya
ialah, kelompok minoritas bisa dipandang menyimpang atau kurang diterima karena tidak ada
ruang, segala sesuatu dilarang, bangun rumah ibadah dilarang, perayaan iman dilarang, ini
smeua menunjukkan etika yang sangat buruk®L,

Dekolonial merupakan sebuah metodelogi atau pendekatan pemikiran yang berusaha
membongkar dan melepaskan diri dari cara berpikir, sistem, dan struktur kekuasaan yang
berasal dari warisan kolonial, yang masih mempengaruhi kehidupan modern. Metodologi
dekolonial haruslah merupapkan sebuah konsep yang fundamnetal mengeani relasionalitas
“4KU dan LIYAN " sebagai bagian dari komponen konstitutif intersubjektif “KI747%2. Hal ini
berarti, fundasi metodologi dekolonial tidak bisa diletakan semata-mata pada pemberontakan
terhadap ideologi kolonialisme ataupun neo-kolonialisme serta sisa mentalitas yang masih
dihidupi, hal yang utama dari itu ialah mengenai filsafat relasionalitas yang mampu meletakan
hubungan intersubjektif “4KU dan LIYAN” sebagai kekuatan esensial dari kehidupan
masyarakat sehari-hari. Relasi “AKU dan LIYAN” adalah sebuah kodrat dari keadilan hidup
sehari-hari dari masyarakat®. Olehkarena itu, metodologi ini meupakan upaya membangkitkan
kesadaran intersubjektif dalam relasi-relasi yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian, setiap individu harus menumbuhkan kesadaran dalam dirinya, agar
mampu menyingkirkan pola pikir yang mendiskriminasi. Metodologi dekolonial menjadi salah
satu cara agar setiap individu mmapu bertidank dnegan moral dan akal budi yang sehat. Sebab,
hukum dibuat degan maksud baik dan demi menciptakan suatu keselarasan. Etika adalah hal
yang mendasar dalam hidup manusia, manusia bisa disebut sebagai manusia, jika manusia itu
beradab, hidup dalam keharmonisan serta menjunjung tinggi toleransi**. Oleh sebab itu,
pencapaian yang ingin dicapai ialah, sebuah “NILAI”, yaitu hidup dalam kebersamaan dan
mampu menghargai setiap individu yang lain.

D. Implementasi: Dekontruksi Cara Berpikir Dominatif Melalui Pendekatan Dekolonial

Dalam perspektif filsafat etika, pendekatan dekolonial menawarkan suatu kritik
mendasar terhadap cara berpikir dominatif yang menempatkan satu kelompok sebagai pusat
kebenaran dan ukuran bagi yang lain. Cara berpikir semacam ini tidak hanya bersifat teoritis,
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tetapi juga membentuk struktur sosial yang melanggengkan ketidakadilan dan intoleransi®.
Oleh karena itu, dekolonialisasi mengajak untuk melakukan dekonstruksi terhadap pola pikir
tersebut, yakni dengan menyadari bahwa klaim kebenaran yang absolut sering kali lahir dari
relasi kuasa, bukan dari penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka etika, hal
ini berarti menggeser orientasi dari dominasi menuju pengakuan terhadap liyan sebagi subjek
yang setara.

Secara konkret, pendekatan ini menekankan adanya sikap kritis terhadap kebijakan atau
praktik sosial yang bias terhadap kelompok mayoritas, karena kebijakan semacam itu
berpotensi menyingkirkan dan merugikan kelompok minoritas. Selain itu, penting untuk
membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan, sehingga mereka tidak hanya
menjaid objek kebijakan, tetapi juga subjek yang turut menentukan arah kehidupan bersama.
Dalam konteks ini, filsafat etika menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang
sama, sehingga tidak ada satu identitas pun yang dapat dianggap mutlak atau lebih tinggi dari
yang lain®. Dengan demikian, dekonstruksi cara berpikir dominatif melalui pendekatan
dekolonial menjadi langkah etis yang sangat penting untuk menghapus akar-akar intoleransi
yang bersifat struktral dan mampu membangun relasi yang lebih adil, setara, serta manusiawi
dalam kehidupan bersama.

Apa bila pola pikir seperti itu sudah dapat dikendalikan bahkan sudah mampu hidup
dalam keberagaman tanpa harus mendiskriminasi, maka akan mampu menciptakan hukum
progresif. Hukum progresif ialah pendekatan dalam hukum yang mengedepankan keadilan,
kemanusiaan, dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama, bukan sekedar kepatuhan pada
aturan tertulis. Dengan hukum progresif, penegak hukum diberi ruang untuk menafsirkan
hukum secara etis, dan keadilan tidak berhenti pada eks, tetapi sampai pada realitas manusia.
apabila dikaitkan denangan kasus intoleransi, maka hukum progresif akan mengkoreski dnegan
melihat dampaknya terhadap martabat manusia, sehingga hukum tidak menjadi alat dominasi
mayoritas, tetapi menjadi pelindung bagi semua terutama yang rentan yaitu kelompok
minoritas. Hukum progresif menlak pandangan hukum yang kkau dan formalistik sebagaimana
dalam poitivisme, serta menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan
yang konkret. Dalam hal ini, etika terhadap liyan memberikan dasar moral bahwa setiap
individu, terutama yang berbeda dan rentan, haus dipandnag sebagai subjek yang bermartabat,
bukan sekedar objek dari atauran hukum®. Dengan demikian, hukum tidak boleh hanya
berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi dan mengakui
keberadaan liyan dalam seluruh keberagaman, sehingga hukum tidal lagi dipaham sebagi suatu
yang final dan absolut, melainkan sebagi progres yang terus diperbaiki dalam relasinya dengan
realitas sosial.

PENUTUP

Etika terhadap liyan merupakan dasar fundamental dalam membangun relasi manusia
yang manusiawi, di mana setiap individu diakui sebagai subjek yang bermartabat dan bukan
sebagai objek. Hukum positivisme yang menekankan legalitas formal, dalam praktiknya sering
kali belum mampu menjawab tuntutan keadilan substansif, terutama dalam melindungi
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kelompok minoritas. Sementara itu, kritik dekolonial membantu mengungkapkan bahwa
praktik intoleransi tidak hanya bersumber dari indvidu, tetapi juga dari struktur berpikir dan
relasi kuasa yang diwariskan, sehingga perlu adanya pembongkaran cara pandang dominatif
dalam masyarakat.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa persoalan di Indonesia bukan semata-mata
akibat lemahnya hukum, melainkan karena terputusnya dimensi etis dalam relasi sosial dan
praktik hukum itu sendiri. Ketika hukum dipisahkan dari etika, ia berpotensi menajdi alat
legitimasi kekuasaan mayoritas. Sebaliknya ketika etika terhadap liyan yang berakar pada
kesadaran relasional dan tanggung jawab terhadap sesama diintegrasikan dalam praktik
hukum, maka hukum dapat berfungsi secara lebih adil,humanis, dan transformatif. Dengan
demikian, pembaruan tidak cukup dilakukan pada tataran regulasi, tetapi juga pada kesadaran
moral dan cara berpikir masyarakat.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong pengembangan kajian lanjutan yang
mengintegrasikan pendekatan etika, hukum, dan dekolonial secara lebih kontekstual dalam
realitas Indonesia. selain itu, diperlukan penelitian empiris untuk melihat bagaimana konsep
etika terhadap liyan dan diimplementasikan secara konkret dalam sistem hukum dan kebijakan
publik. Bagi para penegak hukum dan pembuat kebijakan, penting untuk mengembangkan
pendekatan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berorientasi pada keadilan
substansif dan perlindungan martabat manusia. Di sisi lain, pendidikan etika dan kesadaran
dekolonial juga perlu diperkuat dalam masyarakat agar tercipta budaya yang lebih inklusif,
toleran, dan berkeadilan.
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